MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 21 Tahun 2016
Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 13 Tahun 2020
Tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 2 Tahun 2023
Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Nomor 21 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Semarang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG

MAHA ESA MAHA ESA MAHA ESA
BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG,
Menimbang: Menimbang: Menimbang:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016 tentang Perangkat Daerah, maka perlu
membentuk  Peraturan  Daerah  tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang;

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah, Pemerintah
Kabupaten Semarang telah

menetapkan Peraturan Daerah Nomor
21 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Semarang;

b. bahwa dengan telah ditetapkannya

Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18

bahwa wilayah Kabupaten Semarang
termasuk wilayah yang rentan terhadap
terjadinya bencana baik yang disebabkan
oleh faktor alam, non alam maupun
faktor manusia sehingga diperlukan
penanganan bencana dengan lebih
optimal dan terintegrasi antar lintas
sektor;

. bahwa agar dalam penanganan bencana

sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dapat dilaksanakan secara terpadu dan
menyeluruh mulai dari saat prabencana,
saat tanggap darurat dan pasca bencana,
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Tahun 2016 Tentang Perangkat perlu dilakukan penguatan kelembagaan
Daerah dan Peraturan Menteri Dalam melalui peningkatan klasifikasi Badan
Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penanggulangan =~ Bencana  Daerah
Pedoman Nomenklatur Perangkat Kabupaten Semarang;
Daerah  Provinsi dan  Daerah | c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten
Kabupaten/Kota yang melaksanakan Semarang Nomor 21 Tahun 2016
Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Tentang Pembentukan dan Susunan
Urusan Pemerintahan serta Peraturan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan
Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
yang melaksanakan urusan Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Pemerintahan  dibidang Kesatuan Perubahan Atas Peraturan Daerah
Bangsa dan Politik maka beberapa Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
ketentuan dalam Peraturan Daerah 2016  Tentang Pembentukan dan
Kabupaten Semarang Nomor 21 Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Semarang  tidak  sesuai  dengan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten perkembangan hukum sehingga perlu
Semarang perlu dilakukan perubahan; disesuaikan dan dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan | d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dan huruf b, perlu menetapkan huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21
Semarang Nomor 21 Tahun 2016 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan
Tentang Pembentukan dan Susunan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang;
Semarang;
Mengingat: Mengingat: Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang | 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Dasar Negara Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950
tentang  Pembentukan = Daerah-daerah tentang Pembentukan Daerah-Daerah

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958
tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor
118, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1652);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Nomor  5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun

1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 42),

3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun
1958 tentang Perubahan Batas-batas
Wilayah Kotapraja Salatiga Dan

Daerah  Swatantra  Tingkat  1I
Semarang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958

Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
1652);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 1976 tentang Perluasan
Kotamadya Daerah  Tingkat I
Semarang (Lembaran Negara
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Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958

tentang Perubahan Batas-batas Wilayah
Kotapraja  Salatiga ~ Dan  Daerah
Swatantra  Tingkat II  Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1652);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun

1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976




Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun

2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan
Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

. Peraturan

Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor
3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69

Tahun 1992 tentang Perubahan Batas
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
II Salatiga Dan Kabupaten Daerah
Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3500);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 Tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187,
Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6402);

Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 21 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten
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Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun

1992 tentang Perubahan Batas Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga
Dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1992 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3500);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun

2016  tentang  Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2016  Tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 21 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21)
sebagaimana telah diubah dengan




Semarang (Lembaran Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Nomor 20, Tambahan Lembaran Perubahan Atas Peraturan Daerah
Daerah Kabupaten Semarang Tahun Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun
2016 Nomor 21); 2016  Tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2020 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 10);
MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN: MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH | Menetapkan: PERATURAN DAERAH | Menetapkan: PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN TENTANG TENTANG PERUBAHAN
DAN SUSUNAN PERUBAHAN ATAS KEDUA ATAS PERATURAN
PERANGKAT DAERAH PERATURAN DAERAH DAERAH NOMOR 21
KABUPATEN SEMARANG. KABUPATEN TAHUN 2016 TENTANG
SEMARANG NOMOR 21 PEMBENTUKAN DAN
TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN  PERANGKAT
PEMBENTUKAN DAN DAERAH KABUPATEN
SUSUNAN SEMARANG.
PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN
SEMARANG.
BABI Pasal I Pasal I
KETENTUAN UMUM Beberapa ketentuan dalam Peraturan | Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah
Pasal 1 Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 | Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud | Tahun 2016 tentang Pembentukan dan | tentang Pembentukan dan  Susunan
dengan : Susunan Perangkat Daerah Kabupaten | Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
1. Daerah adalah Kabupaten Semarang. Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten | (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah | Semarang Tahun 2016 Nomor 21, | Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan
daerah Kabupaten Semarang. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten | Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
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[8)

10.

11

12.

13.

Bupati adalah Bupati Semarang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang
selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD
Kabupaten Semarang.

. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah

Kabupaten Semarang.

Sekretariat Daerah adalah Sekretariat
Daerah Kabupaten Semarang.

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah  yang selanjutnya  disingkat
Sekretariat DPRD adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Semarang.

Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten
Semarang.

Dinas Daerah adalah Dinas
Kabupaten Semarang.

Badan Daerah adalah Badan Daerah
Kabupaten Semarang.

Daerah

. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah

Kabupaten Semarang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang
selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur
pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan

kegiatan teknis operasional dan/atau
kegiatan teknis penunjang tertentu.
Unit Pelaksana Teknis Badan yang

selanjutnya disingkat UPTB, adalah unsur
pelaksana teknis badan untuk
melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan/atau  kegiatan teknis  penunjang
tertentu.

Semarang Nomor 21) diubah sebagai
berikut :
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Nomor 20) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 13 Tahun 2020 tentang
Perubahan  Atas  Peraturan = Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016
Tentang Pembentukan dan  Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2020 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 10) diubah sebagai berikut:




14. Satuan Polisi Pamong Praja adalah dinas
daerah yang menyelenggarakan sub urusan
ketentraman dan ketertiban umum.

15. Tipe A adalah tipelogi perangkat daerah
untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan
pemerintahan dengan beban kerja yang
besar.

16. Tipe B adalah tipelogi perangkat daerah
untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan
pemerintahan dengan beban kerja yang
sedang.

17. Tipe C adalah tipelogi perangkat daerah
untuk mewadahi pelaksanaan fungsi urusan
pemerintahan dengan beban kerja yang

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk
Perangkat Daerah dengan susunan sebagai

berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat
Daerah Tipe A;

b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat
DPRD Tipe B;

c. Inspektorat merupakan Inspektorat Tipe B;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Tipe A,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  pendidikan,

berbunyi sebagai berikut :
Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk
Perangkat Daerah dengan susunan sebagai
berikut :
a. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD Tipe B;
c. Inspektorat  Daerah
Inspektorat Daerah Tipe A;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :

merupakan
merupakan

merupakan
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kecil.
BAB I 1. Ketentuan huruf c, angka 6 huruf d, | 1. Ketentuan huruf e Pasal 2 ditambahkan 1
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN angka 3 huruf e diubah, dan angka yakni angka 5, sehingga Pasal 2
PERANGKAT DAERAH ditambahkan 1 angka yakni angka 4 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2 pada huruf e Pasal 2 sehingga Pasal 2 Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk
Perangkat Daerah dengan susunan sebagai
berikut:

a. Sekretariat Daerah merupakan
Sekretariat Daerah Tipe A;
b. Sekretariat DPRD merupakan
Sekretariat DPRD Tipe B;
c. Inspektorat Daerah merupakan
Inspektorat Daerah Tipe A;
d. Dinas Daerah, terdiri dari :
1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan,
Kepemudaan dan Olahraga Tipe A,
menyelenggarakan urusan




bidang kebudayaan, bidang
kepemudaan dan keolahragaan;

. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang, bidang perumahan
dan kawasan permukiman;

. Dinas  Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan,
perlindungan anak dan  bidang
pengendalian penduduk dan keluarga
berencana;

. Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
Tipe A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pertanian, bidang
kelautan dan perikanan dan bidang
pangan;

. Dinas  Koperasi, Usaha Mikro,
Perindustrian dan Perdagangan Tipe A,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha
mikro, bidang perindustrian dan bidang

perdagangan;
. Dinas Kesehatan Tipe B,
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kesehatan;

. Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam  Kebakaran Tipe C,
menyelenggarakan sub urusan

. Dinas Pendidikan, Kebudayaan,

Kepemudaan dan Olahraga Tipe
A, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pendidikan,
bidang  kebudayaan,  bidang
kepemudaan dan olahraga;

. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A,

menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pekerjaan
umum dan penataan ruang, bidang
perumahan dan kawasan
permukiman;

. Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga

Berencana Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan,

perlindungan anak dan bidang
pengendalian  penduduk  dan

keluarga berencana;

. Dinas Pertanian, Perikanan dan
Pangan Tipe A,
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang pertanian,
bidang kelautan dan perikanan

serta bidang pangan;

. Dinas Koperasi, Usaha
Mikro,Perindustrian dan
Perdagangan Tipe A,
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang koperasi,
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pemerintahan bidang pendidikan,
bidang kebudayaan, bidang
kepemudaan dan olahraga;

. Dinas Pekerjaan Umum Tipe A,

menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  pekerjaan
umum dan penataan ruang, bidang
perumahan dan kawasan
permukiman,;

. Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga
Berencana Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
perempuan, perlindungan anak dan
bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana;

. Dinas Pertanian, Perikanan dan

Pangan Tipe A, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang
pertanian, bidang kelautan dan
perikanan serta bidang pangan;

. Dinas Koperasi, Usaha Mikro,

Perindustrian dan Perdagangan Tipe
A, menyelenggarakan  urusan
pemerintahan bidang koperasi, usaha
mikro, bidang perindustrian dan
bidang perdagangan;

. Dinas Kesehatan Tipe A,

menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kesehatan;




10.

11.

12.

13.

14.

pemerintahan bidang ketentraman dan
ketertiban umum dan sub urusan bidang
kebakaran;

Dinas Tenaga Kerja Tipe C,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja dan
bidang transmigrasi;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  lingkungan
hidup, bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang sub urusan
persampahan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil;
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pemberdayaan
masyarakat dan desa;

Dinas Perhubungan Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan;
Dinas Komunikasi dan Informatika
Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang komunikasi dan
informatika, bidang statistik dan bidang
persandian,;

Dinas  Penanaman  Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B,
menyelenggarakan urusan

10.

11.

usaha mikro, bidang perindustrian

dan bidang perdagangan;
Dinas  Kesehatan  Tipe A,
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kesehatan;
Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Tipe C,
menyelenggarakan sub  urusan
pemerintahan bidang ketentraman
dan ketertiban umum dan sub
urusan bidang kebakaran;

Dinas Tenaga Kerja Tipe C,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja
dan bidang transmigrasi;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan
hidup, bidang pekerjaan umum
dan penataan ruang sub urusan
persampahan;

Dinas Kependudukan dan
Pencatatan ~ Sipil  Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan
sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang
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10.

11.

12.

13.

Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Tipe C,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman
dan  ketertiban umum  serta
perlindungan masyarakat sub urusan
ketenteraman dan ketertiban umum
dan sub urusan kebakaran,;

Dinas Tenaga Kerja Tipe C,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang tenaga kerja
dan bidang transmigrasi;

Dinas Lingkungan Hidup Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang lingkungan
hidup, bidang pekerjaan umum dan

penataan  ruang  sub  urusan
persampahan;
Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang
administrasi  kependudukan dan
pencatatan sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa Tipe B, menyelenggarakan
urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan masyarakat dan desa;
Dinas  Perhubungan Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perhubungan;

Dinas Komunikasi dan Informatika
Tipe B, menyelenggarakan urusan




15.

16.

17.

pemerintahan  bidang  penanaman
modal;

Dinas Pariwisata Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata;

Dinas Sosial Tipe C,
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang sosial; dan

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tipe
C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan dan
bidang kearsipan.

Badan Daerah terdiri dari :

1.

Badan Perencanaan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah Tipe A,
melaksanakan ~ fungsi  penunjang
perencanaan dan fungsi penunjang

penelitian dan pengembangan;

Badan Keuangan Daerah Tipe A,
melaksanakan ~ fungsi  penunjang
keuangan; dan

. Badan Kepegawaian Daerah Tipe C,

melaksanakan  fungsi ~ penunjang
kepegawaian, pendidikan, dan
pelatihan;

.

pemberdayaan masyarakat dan

desa;

12. Dinas  Perhubungan Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang
perhubungan;

13. Dinas Komunikasi dan
Informatika Tipe B,
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik
dan bidang persandian;

14. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tipe B, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang penanaman
modal;

15. Dinas  Pariwisata  Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata;

16. Dinas Sosial Tipe C,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang sosial; dan

17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang perpustakaan
dan bidang kearsipan.

Badan Daerah terdiri dari :

1. Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang
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.

14.

15.

16.

17.

pemerintahan bidang komunikasi
dan informatika, bidang statistik dan
bidang persandian;

Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang penanaman
modal;

Dinas Pariwisata Tipe B,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang pariwisata;

Dinas Sosial Tipe C,
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang sosial; dan
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Tipe C, menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang kearsipan dan
bidang perpustakaan.

Badan Daerah terdiri dari:

1.

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah Tipe A,
melaksanakan fungsi penunjang
perencanaan dan fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan;

Badan Keuangan Daerah Tipe A,

melaksanakan fungsi penunjang
keuangan;

Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan =~ Sumber  Daya

Manusia Tipe B, melaksanakan
fungsi penunjang kepegawaian,
pendidikan, dan pelatihan;




perencanaan dan fungsi penunjang
penelitian dan pengembangan;

. Badan Keuangan Daerah Tipe A,

melaksanakan fungsi penunjang
keuangan;

. Badan Kepegawaian Dan

Pengembangan Sumber Daya
Manusia Tipe B, melaksanakan
fungsi penunjang kepegawaian,
pendidikan, dan pelatihan; dan

. Badan Kesatuan Bangsa dan

4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
dengan Intensitas Sedang,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan  bidang  kesatuan
bangsa dan politik; dan

5. Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Klasifikasi A,
menyelenggarakan urusan
pemerintahan bidang ketenteraman
dan  ketertiban ~umum  serta
perlindungan masyarakat sub urusan

Politik dengan Intensitas Sedang, bencana.
menyelenggarakan urusan

pemerintahan bidang kesatuan

bangsa dan politik.

Pasal 3
(1) Selain perangkat daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan
ditetapkan sebagai perangkat daerah.
(2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) terdiri dari:
Kecamatan Ambarawa dengan Tipe A;
Kecamatan Bancak dengan Tipe A;
Kecamatan Bandungan dengan Tipe A;
Kecamatan Bawen dengan Tipe A;
Kecamatan Banyubiru dengan Tipe A;
Kecamatan Bergas dengan Tipe A;
Kecamatan Bringin dengan Tipe A;
Kecamatan Getasan dengan Tipe A;
Kecamatan Jambu dengan Tipe A;
Kecamatan Kaliwungu dengan Tipe A;
Kecamatan Pabelan dengan Tipe A;

o PR Mo a0 o
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Kecamatan Pringapus dengan Tipe A;

. Kecamatan Sumowono dengan Tipe A;
Kecamatan Suruh dengan Tipe A;
Kecamatan Susukan dengan Tipe A;
Kecamatan Tengaran dengan Tipe A;
Kecamatan Tuntang dengan Tipe A,;
Kecamatan Ungaran Barat dengan Tipe
A; dan

s. Kecamatan Ungaran Timurdengan Tipe
A.

(3) Dalam wilayah kecamatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c,
huruf d, huruf f, huruf i, huruf 1, huruf r dan
huruf s dibentuk kelurahan sebagai
perangkat kecamatan.

“oTop g

Pasal 4 2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga
Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:
susunan organisasi, tugas dan fungsi, perincian Pasal 4
tugas, tata kerja Perangkat Daerah dan unit Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan,
kerja di bawahnya serta kelurahan diatur lebih susunan organisasi, tugas dan fungsi,
lanjut dengan Peraturan Bupati. perincian tugas, tata kerja Perangkat Daerah

dan unit kerja di bawahnya diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan
organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus
memperhatikan asas:
a. intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi

Daerah;
b. efisiensi;
c. efektivitas;
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pembagian habis tugas;
rentang kendali;

tata kerja yang jelas; dan
fleksibilitas.

R o A

BAB III
PEMBENTUKAN UPTD DAN UPTB
Pasal 6
(1) Pada Dinas Daerah / Badan Daerah dapat

dibentuk UPTD / UPTB.

(2) UPTD / UPTB sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan
sebagian kegiatan teknis operasional
dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu
perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 terdapat UPTD di bidang
pendidikan berupa Satuan Pendidikan.

(2) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan
formal dan satuan pendidikan non formal.

(3) Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berkedudukan di bawah Dinas
Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan
dan Olahraga.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah
sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 7

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 terdapat UPTD di
bidang pendidikan berupa Satuan
Pendidikan.

(2) Satuan  Pendidikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk
Satuan Pendidikan Formal dan Satuan
Pendidikan Non Formal.

(3) Satuan  Pendidikan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berkedudukan
di  bawah  Dinas  Pendidikan,
Kebudayaan, = Kepemudaan  dan
Olahraga.
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Pasal 8

(1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5, terdapat UPTD di bidang
kesehatan berupa Rumah Sakit Daerah dan
Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit
organisasi bersifat fungsional dan unit
layanan yang bekerja secara 14rofessional.

(2) Rumah Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan
Masyarakat sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) bersifat otonom  dalam
penyelenggaraan tata kelola rumah sakit,
tata kelola Pusat Kesehatan Masyarakat
dan tata kelola klinis serta menerapkan pola
pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah.

(3) Rumah Pusat Kesehatan Masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan di bawah Dinas Kesehatan.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga

Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8

(1) Selain UPTD/UPTB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6, pada Dinas
Kesehatan terdapat Rumah Sakit
Daerah sebagai unit organisasi bersifat
khusus dan  Pusat  Kesehatan
Masyarakat sebagai unit organisasi
bersifat fungsional, yang memberikan
layanan secara 14rofessional.

(2) Sebagai Unit Organisasi bersifat
khusus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Rumah Sakit Daerah memiliki
Otonomi dalam pengelolaan keuangan
dan barang milik daerah serta bidang
Kepegawaian.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai
kedudukan, susunan organisasi, tugas
dan fungsi, serta tata kerja Rumah
Sakit Daerah dan Pusat Kesehatan
Masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Bupati.

Pasal 9
Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan
UPTD / UPTB diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BAB IV
STAF AHLI
Pasal 10
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(1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat
dibantu oleh paling banyak 3 (tiga) staf
ahli.

(2) Kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata
kerja staf ahli diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati.

BABV
KEPEGAWAIAN
Pasal 11
Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Perangkat
Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati

sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan yang berlaku.
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah
ini, pejabat yang ada tetap menduduki
jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai
dengan ditetapkannya pejabat yang baru
berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 13

Pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi perangkat
daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan
Daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.

BAB VII 4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga
PENUTUP Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14 Pasal 14
(1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Pada saat Peraturan Daerah ini mulai
maka: berlaku:
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a. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah dan  Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 17, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor
15) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 17 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja  Sekretariat ~ Daerah  dan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2011 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 1);

. Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g dan huruf I dan ayat (2),
Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d,
huruf e dan huruf g dan ayat (2), Pasal
8 sampai dengan Pasal Pasal 10, Pasal
11 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf f, huruf h dan
ayat (2), Pasal 12 sampai dengan Pasal
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Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 25 Tahun 2005 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2005 Nomor 25 Seri D Nomor 25,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 25) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 25
Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 5);

. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 17 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah  dan  Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 17,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 15) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun
2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 17
Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata




Pasal 14, Pasal 15 ayat (1) huruf a,
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf
f, huruf h dan ayat (2), Pasal 16 sampai
dengan Pasal 22, Pasal 23 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf g dan ayat (2), Pasal 24 sampai
dengan Pasal 42, Pasal 43 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf g dan ayat (2), Pasal 44 sampai
dengan Pasal 46, Pasal 47 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf ¢, huruf d, hurud e,
huruf g dan ayat (2), Pasal 48 sampai
dengan Pasal 50, Pasal 51 ayat (1) huruf
a, hurud b, huruf ¢, huruf d, huruf e,
huruf f, huruf g dan ayat (2), Pasal 52
sampai dengan Pasal 54, Pasal 56
sampai dengan Pasal 64, Pasal 65 ayat
(2) dan Pasal 66 Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Semarang

(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 16)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas
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Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1);
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 10 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 18 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2013
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 10);

. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang

Nomor 19 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2008
Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah




Daerah Kabupaten Semarang

(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2013 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 10);

Pasal 1, Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf
c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4,
angka 8, angka 9, angka 10 dan hurufd,
Pasal 3 sampai dengan Pasal 18, Pasal
19 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,
huruf d, huruf e, huruf g dan ayat (2),
Pasal 20 sampai dengan Pasal 26, Pasal
39 sampai dengan Pasal 54, Pasal 56
sampai dengan Pasal 64, Pasal 65 ayat
(2) dan Pasal 66 Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 19 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Semarang

(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 17)
sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan
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Kabupaten Semarang Nomor 17)
sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 11 Tahun
2013 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 19 Tahun 2008 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah,
Inspektorat, dan Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2013
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 11); dan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Dan Kelurahan Di Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun
2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan = Dan  Kelurahan  Di
Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 4),




Perencanaan Pembangunan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Inspektorat, dan Lembaga Teknis

Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2013 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Semarang Nomor 11) ;

d. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 20 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan
Dan  Kelurahan Di  Kabupaten
Semarang (Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2011
Nomor 20, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor
18) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kecamatan Dan  Kelurahan Di
Kabupaten = Semarang  (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor
4);

e. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 25 Tahun 2005 Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Semarang

(Lembaran Daerah Kabupaten
I E—
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Semarang Tahun 2005 Nomor 25 Seri
D, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 25 Tahun
2005 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten = Semarang (Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Tahun
2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

5. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 |4. Ketentuan Pasal 14A dihapus.
disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal
14A dan Pasal 14B, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 14A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai

berlaku:

a. Pasal 3 ayat (1) huruf h, Pasal 7 ayat
(1) huruf f, Pasal 11 ayat (1) huruf g,
Pasal 15 ayat (1) huruf g, Pasal 23 ayat
(1) huruf f, Pasal 43 ayat (1) huruf f,
Pasal 47 ayat (1) huruf f, Pasal 51 ayat
(1) huruf h, Pasal 55 dan Pasal 65 ayat
(1) Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 18 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja

. | Dinas Daerah Kabupaten Semarang | |
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
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(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 16)
sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 10
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 18 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2013 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 10); dan
b. Pasal 2 huruf ¢ angka 5, angka 6,
angka 7, Pasal 19 ayat (1) huruf f,
Pasal 27 sampai dengan Pasal 38,
Pasal 55 dan Pasal 65 ayat (1)
Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 19 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 17)
sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Daerah
-

8}
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Kabupaten Semarang Nomor 11
Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 19 Tahun 2008
Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah, Inspektorat, dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2013 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 11);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14B

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 huruf ¢, huruf d angka 6,
huruf e angka 3 dan huruf e angka 4
mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober
2021.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 mulai berlaku pada
tanggal 1 Januari 2021.

Pasal 15 Pasal 11 Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada | Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan. tanggal diundangkan. tanggal 1 Oktober 2023.
Agar setiap orang mengetahuinya, | Agar setiap orang mengetahuinya, | Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengundangan Peraturan ini | memerintahkan pengundangan Peraturan | memerintahkan pengundangan
dengan penempatannya dalam Lembaran | ini dengan penempatannya dalam | Peraturan ini dengan
Daerah Kabupaten Semarang. Lembaran Daerah Kabupaten Semarang. | penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Semarang.
Ditetapkan di Ungaran Ditetapkan di Ungaran Ditetapkan di Ungaran

N
8}
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pada tanggal 11 Oktober 2016

pada tanggal 23 Desember 2020

pada tanggal 01 Februari 2023

BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG, BUPATI SEMARANG,
ttd. ttd. ttd.
MUNDIJIRIN MUNDIJIRIN NGESTI NUGRAHA
Ditetapkan di Ungaran Ditetapkan di Ungaran Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 28 Oktober 2016 pada tanggal 23 Desember 2020 pada tanggal 01 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH Pj. SEKRETARIS DAERAH SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG, KABUPATEN SEMARANG, KABUPATEN SEMARANG,
ttd. ttd. ttd.
GUNAWAN WIBISONO SUKO MARDIONO DJAROT SUPRIYOTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 21

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2020 NOMOR 13

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
SEMARANG TAHUN 2023 NOMOR 2
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